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Abstrak: Mengingat keterbatasan jumlah sumber daya dan tingginya kebutuhan untuk 

menyediakan barang dan jasa publik bagi masyarakat, aspek efisiensi belanja publik menjadi sebuah 

keharusan. Dalam era desentralisasi fiskal, semakin besarnya dana transfer ke daerah masih 

disambut dengan berbagai masalah, salah satunya tentang pola penyerapan anggaran yang slow and 

back loaded. Penelitian ini menguji hubungan dari pola tersebut terhadap efisiensi belanja publik 

pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia dengan data observasi tahun 2016-2017 melalui 

pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dan regresi first differencing. Berdasarkan analisis 

ditemukan bahwa efisiensi belanja publik pada sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia 

masih dapat ditingkatkan. Adapun fenomena slow and back loaded atau lambat dan rendahnya 

penyerapan anggaran terbukti berhubungan dengan efisiensi belanja daerah hanya pada bidang-

bidang belanja tertentu, pada jenis pemerintah daerah dan kelompok wilayah tertentu. Sementara 

itu, kebijakan alokasi belanja dan karakter daerah menjadi variabel lain yang lebih berhubungan 

dengan efisiensi. 

Kata kunci: Slow and back loaded, efisiensi, anggaran dan belanja publik daerah 

 

1. Pendahuluan 

Desentralisasi memiliki peran yang 

sangat penting dalam agenda reformasi 

pemerintahan di seluruh dunia pasca krisis 

global tahun 1998 (World Bank, 2007). Sebagai 

salah satu negara yang turut serta 

mengimplementasikan desentralisasi, reformasi 

besar-besaran dalam pengelolaan keuangan 

publik di Indonesia ditandai dengan lahirnya 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah.  

Desentralisasi fiskal yang diterapkan di 

Indonesia bertujuan untuk menghasilkan 

manfaat yang lebih besar dalam kinerja 

pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan 

barang dan jasa publik, sebagaimana 

disampaikan oleh Bahl &  Linn(1994), Boadway 

& Shah (2009), dan Ahmad (2016) yang 

meyakini bahwa dengan skema ini pemerintah 

daerah lebih berwenang untuk menyesuaikan 

anggaran dengan preferensi lokal dan 

mendorong tersedianya layanan publik yang 

lebih berkualitas dan lebih efisien.  

Namun pada kenyataannya, kinerja 

desentralisasi fiskal yang telah berlangsung 

hampir selama dua dekade belum menunjukkan 

hasil yang memuaskan. Wibowo (2011) dalam 

Amir (2013) menyimpulkan bahwa ternyata 

kebijakan desentralisasi fiskal justru turut andil 

memperlebar ketimpangan pendapatan per 

kapita di Indonesia, baik secara vertikal pusat-

daerah, maupun secara horizontal atau 

antardaerah.  

Diolah dari DJPK (2018), disimpulkan 

bahwa pemerintah daerah di Indonesia, baik 

pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota 

memiliki ketergantungan yang sangat tinggi 

terhadap dana transfer. Secara rata-rata, 

pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu 

pos pendapatan yang bersumber dari kinerja 

internal pemerintah daerah hanya mampu 

berkontribusi pada kisaran 22% sampai dengan 
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25% dari total pendapatan dalam APBD, 

sedangkan 75%-78% kekurangannya harus 

dipenuhi dengan dana transfer pemerintah pusat.  

Padahal, semakin tinggi dependensi atau 

ketergantungan daerah terhadap dana transfer 

dari pusat terbukti berpengaruh negatif terhadap 

kemampuan daerah untuk meningkatkan pela-

yanan kepada masyarakatnya (Suryaningsih & 

Sisdyani, 2016). Mengingat hal ini, peningkatan 

kinerja daerah dalam pengelolaan dana publik 

menjadi suatu keharusan. Keterbatasan sumber 

daya, khususnya dana harus disikapi dengan 

semakin gigih menerapkan efisiensi.  

Sebagaimana diungkapkan oleh Afonso 

et al (2005), European Union (2012), dan Juanda 

et al (2014), efisiensi belanja publik menjadi 

aspek terpenting untuk menilai kualitas belanja 

publik pada era desentralisasi fiskal. Sebab, 

efisiensi bermakna seberapa baik pemerintah 

mampu menerjemahkan input sumber daya, 

salah satunya berupa anggaran dana publik 

untuk menjadi output dan outcome.  

Sayangnya, dimensi efisiensi sebagai-

mana dimaksud dalam teori desentralisasi fiskal 

belum sepenuhnya diterapkan dan dievaluasi 

secara memadai. Selain itu, Juanda et al (2014) 

dan Heriwibowo (2016) menyayangkan belum 

terakomodasinya dimensi kedisiplinan dari sisi 

waktu dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran 

sebagai unsur penilaian secara umum terhadap 

kualitas belanja, dan secara khusus terhadap 

efisiensi. 

Juanda et al (2014) menyimpulkan 

beberapa masalah yang dihadapi dalam 

pengelolaan belanja publik daerah antara lain 

alotnya proses perencanaan dan penganggaran, 

sulitnya mengkonversi alokasi belanja pegawai 

menjadi belanja modal, tidak efektifnya belanja 

subsidi, hibah, dan bansos, rendahnya akunta-

bilitas dan transparansi, serta lambatnya 

penyerapan anggaran. Kesemua hal tersebut 

menyebabkan rendahnya efisiensi dan 

efektivitas belanja publik yang dikelola oleh 

pemerintah daerah. Di sisi lain, Andriani (2016) 

menemukan masih banyaknya pemerintah 

daerah yang belum efisien dalam membelan-

jakan anggarannya, sehingga masih terdapat 

ruang untuk memperbaiki produktivitas belanja 

daerah Indonesia, sebagai salah satu prasyarat 

pertumbuhan ekonomi regional.   

Apa yang terjadi di Indonesia menurut 

Shah (2005) adalah mekanisme desentralisasi 

yang tidak diiringi dengan alokasi sumber daya 

secara proporsional, pendapatan dan belanja 

yang belum efisien, sehingga kualitas 

pengelolaan keuangan publik di level daerah 

belum memenuhi ekspektasi. Oleh karena itu, 

dalam ruang lingkup ekonomi keuangan publik, 

kajian tentang efisiensi perlu menjadi perhatian 

utama di antara sekian banyak masalah yang 

diduga menjadi penyebab rendahnya kualitas 

belanja publik daerah.  

Selanjutnya, salah satu isu terpenting 

yang menjadi pokok bahasan dalam pelaksanaan 

belanja publik, baik di pusat maupun daerah 

adalah tentang lambat dan rendahnya 

penyerapan anggaran tahunan, yang menjadi 

perhatian karena dianggap mencerminkan 

buruknya kinerja belanja publik di Indonesia. 

World Bank (2007) menyebut fenomena ini 

sebagai pola penyerapan anggaran slow and 

back loaded, sebuah masalah klasik yang dalam 

pengelolaan keuangan publik pada negara-

negara yang sedang berkembang termasuk 

Indonesia. Gambar 1 merangkum fenomena 

slow and back loaded dalam pola penyerapan 

APBD di Indonesia pada tahun 2016.  
 

 
Gambar 1: Persentase Pencairan APBD Triwulanan 

Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016 

Sumber: Diolah dari BPKP (2017) 

Pada tahun anggaran 2016, sebagian 

besar pemerintah kabupaten dan kota di 

Indonesia cenderung lambat mencairkan APBD 



mereka. Sebagian besar populasi hanya 

menyerap kurang dari 10% APBD pada 

Triwulan I, tetapi sebaliknya pada Triwulan IV 

sebagian besar daerah disibukkan untuk 

menyerap lebih dari 25% APBD yang masih 

tersisa. Dengan upaya penggenjotan pada 

Triwulan IV seperti itu pun, secara rata-rata 

hanya 86,75% APBD yang dapat diserap oleh 

kabupaten/kota di Indonesia pada sepanjang 

tahun 2016 (BPKP, 2017).  BPKP juga 

menyatakan bahwa fenomena ini juga terjadi 

pada tahun-tahun sebelumnya. 

Juanda et al (2014) menyatakan bahwa 

selain penyelewengan atau korupsi, kelambatan 

dan tidak optimalnya penyerapan anggaran 

merupakan masalah terbesar dalam pelaksanaan 

anggaran publik di Indonesia. Dilihat dari 

berbagai sudut pandang, slow and back loaded 

merupakan masalah yang menghambat tata 

kelola pemerintahan yang profesional.  

Kendati demikian, menurut Juanda et al 

(2014) dan BPKP (2017), slow and back loaded  

bukan semata-mata kesalahan pelaksana 

pemerintahan pada level daerah. Lebih dari itu, 

mekanisme penganggaran yang politis, tidak 

sempurnyanya sistematika transfer dana dari 

pusat ke daerah, dan beberapa hal teknis lainnya 

turut berkontribusi mempersulit kesinambungan 

pelaksanaan program pemerintah daerah beserta 

pencairan dananya. Meskipun begitu, seluruh 

pemangku kepentingan telah sepakat bahwa 

slow and back loaded adalah permasalahan 

serius yang perlu mendapatkan perhatian. 

Pertanyaan yang muncul selanjutnya 

adalah, apakah dengan menempatkan isu slow 

and back loaded untuk menjadi fokus perhatian, 

akan membantu pemerintah meningkatkan 

kinerja belanja publik di Indonesia? Untuk 

menjawab pertanyaan ini, diperlukan studi yang 

mendalam dengan melibatkan berbagai faktor 

penentu kinerja pemerintah daerah dalam 

melaksanakan belanja publik. Mengangkat 

kembali pendapat Oates (1999) dan Afonso et al 

(2005) tentang pentingnya menilai efisiensi 

belanja publik, dan atensi dari World Bank 

(2007) atas permasalahan slow and back loaded 

di Indonesia, artikel ini merupakan ringkasan 

atas sebuah kajian ilmiah berjudul “Hubungan 

antara Pola Penyerapan Anggaran Slow and 

Back Loaded dan Efisiensi Belanja Pemerintah 

Kabupaten dan Kota di Indonesia”. 
 

2. Tinjauan Literatur 

Menurut Shah et al (2012), pengaturan 

desain intergovernmental transfer yang tepat di 

antara pemerintah pusat dan daerah akan 

menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang 

dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan 

mendasar masyarakat, terutama di bidang 

pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infra-

struktur (Mulyadi, 2010). Dana transfer ini 

menjadi sumber pendapatan daerah yang 

kemudian disusun rencana alokasinya dalam 

bentuk anggaran. 

Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa 

kehadiran anggaran menjadi penting sebab ia 

mewakili keputusan pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang tak 

terbatas dengan menggunakan sumber daya 

publik yang terbatas jumlahnya. Dalam era 

performance based budgeting, kinerja pelaksa-

naan anggaran diukur dengan penerapan 

efektifitas, efisiensi, dan ekonomis atau value 

for money atas penggunaan dana dalam belanja 

publik (Jones & Pendlebury, 1996; OECD, 

2006; Tassonyi, 2002; Mardiasmo, 2009; dan 

Jones & McCaffery, 2010). 

Ghiselli & Brown (1955) mendefini-

sikan efisiensi sebagai rasio output terhadap 

input atas suatu proses. Ozcan (2008) 

mengelompokkan konsep efisiensi dalam empat 

jenis sudut pandang antara lain efisiensi teknis, 

efisiensi skala, efisiensi biaya dan efisiensi 

alokatif. Efisiensi teknis, salah satu jenis 

efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini, 

mengukur kinerja proses pengubahan input 

menjadi output. Konsep ini hanya berlaku untuk 

hubungan teknis internal yang terjadi di antara 

input dan output. Jika tingkat produktivitas yang 

efisien digambarkan dalam sebuah kurva, di 

mana kondisi efisien menjadi garis frontier, 

maka tingkat efisiensi sebuah unit produksi 



diukur dengan sejauh mana jarak ia berada 

dibandingkan garis tersebut. 

 
Gambar 2 Batas produksi dan efisiensi teknis 

Sumber: Coelli et al, 2005  

Efisiensi teknis digambarkan secara 

sederhana pada Gambar 2, di mana terdapat satu 

jenis input (x) untuk menghasilkan satu jenis 

output (y). Garis 0F’ adalah batas produksi atau 

production frontier, yang memformulasi tingkat 

output maksimum y yang dapat diproduksi oleh 

setiap input x. Unit ekonomi yang mampu 

berproduksi pada garis frontier, misalnya di titik 

B atau C adalah unit yang efisien, sementara jika 

berada di bawah garis tersebut, misalnya di titik 

A, berarti belum efisien. 

Dalam ruang lingkup ekonomi keuangan 

publik, efisiensi menjadi perhatian utama, sebab 

keterbatasan sumber daya publik harus dikelola 

sebaik mungkin untuk memproduksi benefit 

sebanyak mungkin. Oates (1999) dan Boadway 

& Shah (2009), bahkan merekomendasikan 

efisiensi belanja publik sebagai syarat terpenting 

keberhasilan pembangunan daerah dalam era 

desentralisasi fiskal. Afonso et al (2005), 

Boadway & Shah (2009), dan Szarowska (2016) 

menitikberatkan pentingnya efisiensi dan 

efektivitas belanja publik sebagai kunci untuk 

memaksimumkan potensi pembiayaan 

pemerintah dan menciptakan celah fiskal untuk 

kebutuhan publik lain yang berbeda-beda 

jenisnya pada tiap unit pemerintah. 

Sementara itu, kehadiran fenomena 

penyerapan anggaran yang slow and back 

loaded ditengarai sebagai permasalahan dalam 

kinerja belanja pemerintah daerah. Bawono 

(2016) dan Malahayati et al (2015) menyim-

pulkan bahwa fenomena ini menyebabkan 

lambatnya pembangunan infrastruktur yang 

selanjutnya juga memperlambat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, meskipun skema 

desentralisasi fiskal telah lama dijalankan di 

Indonesia. Menurut Kumorotomo (2010), 

lambat dan rendahnya pencairan anggaran 

daerah membentuk idle cash di bank, yang 

berdampak buruk bagi perekonomian daerah 

dan pembangunan nasional. 

Studi terdahulu yang membahas tentang 

slow and back loaded lebih berfokus untuk 

menganalisis faktor-faktor yang menciptakan-

nya. Kuswoyo (2011) mengungkapkan bahwa 

faktor perencanaan dan pelaksanaan anggaran, 

pengadaan barang/jasa, serta faktor internal 

satuan kerja adalah pemicu terkonsen-trasinya 

penyerapan anggaran belanja pada akhir tahun. 

Sedangkan Juliani & Sholihin (2014) membuk-

tikan adanya pengaruh faktor-faktor kontekstual 

berupa peraturan, komitmen manajemen, dan 

lingkungan birokrasi terhadap rendahnya penye-

rapan anggaran publik, khususnya dalam PBJ.  

Di sisi lain, Juanda et al (2014) dan 

BPKP (2017) menyimpulkan adanya kontribusi 

dari faktor internal dan eksternal terhadap slow 

and back loaded. Dari sisi internal, revisi APBD 

pada saat tahun anggaran berjalan, kelambatan 

administrasi dokumen SPP/SPM, dan keterlam-

batan PBJ menjadi penyebab lambatnya 

pencairan anggaran. Kedua, faktor eksternal 

berupa lambatnya penerbitan petunjuk pelaksa-

naan dan alokasi DAK, serta self-blocking DAK 

Fisik. Padahal, DAK merupakan salah satu jenis 

belanja transfer yang bertujuan produktif, 

dialokasikan pada sektor-sektor strategis dalam 

pembangunan daerah, namun cenderung lebih 

rentan terhadap pengaruh dinamika birokrasi. 

Meskipun begitu, mengesampingkan perbedaan 

pendapat yang terjadi, seluruh pemangku 

kepentingan sepakat bahwa slow and back 

loaded adalah permasalahan serius yang perlu 

mendapatkan perhatian. 

Menurut Bird (2000) dalam Tassonyi 

(2002), dan Mardiasmo (2009), pengambilan 

keputusan yang tepat yang mencakup dimensi 

ketepatan waktu dalam tahapan perencanaan, 

penganggaran, dan pelaksanaan anggaran akan 



berimplikasi positif terhadap kinerja. Sementara 

itu, OECD (2006), Schaeffer (2000) dalam 

Tassonyi (2002) dan Jones (2010) menilai 

bahwa kinerja yang baik adalah kombinasi dari 

penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan 

ekonomis. Dengan kata lain, ketepatan waktu 

pengelolaan belanja publik memiliki pengaruh 

positif bagi efisiensi sebagai salah satu unsur 

krusial penilaian kinerja. 

Dalam penelitian ini, dimensi pola 

penyerapan anggaran diwakili oleh kuantitas 

realisasi anggaran daerah pada Triwulan III dan 

IV, serta total realiasi APBD tahunan. Adapun 

faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi 

efisiensi belanja publik, sebagaimana 

dirumuskan oleh Juanda et al (2014) dan 

Heriwibowo (2016) adalah dimensi alokasi 

belanja publik yang menganalisis pengaruh dari 

beberapa jenis belanja daerah terhadap efisiensi, 

serta karakter daerah berupa jenis pemerintahan 

dan jumlah penduduk (Lihat Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Data & Metodologi 

Terdapat dua tahapan pengolahan data 

dalam penelitian ini, yaitu tahap estimasi skor 

efisiensi belanja publik dengan pendekatan Data 

Envelopment Analysis (DEA) dan tahap regresi 

first differencing yang mengestimasi hubungan 

antara skor efisiensi dan variabel-variabel inde-

penden sesuai kerangka pemikiran penelitian.  

Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder lintas waktu (time-

series) pada rentang tahun 2016-2017, sekaligus 

lintas individu (cross section) untuk seluruh 

pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. 

Pemilihan kedua tahun observasi mempertim-

bangkan ketersediaan data, terutama data 

realisasi anggaran yang mendetail hingga level 

kabupaten dan kota per triwulan yang baru 

tersedia mulai tahun anggaran 2016. Selain itu, 

pemilihan tahun 2016 dan 2017 sebagai tahun 

observasi juga mempertimbangkan faktor 

eksternal yang mungkin mempengaruhi angka-

angka observasi, di mana pada tahun tersebut 

secara umum kondisi sosial, politik, dan 

ekonomi tergolong stabil. Keseluruhan data 

yang digunakan berkaitan dengan kinerja 

pengelolaan keuangan daerah pada 501 

pemerintah daerah tingkat I yang terdiri dari 408 

kabupaten dan 93 kota di seluruh Indonesia.  

3.1. DEA 

Pengolahan data tahap pertama dilaku-

kan dengan metode Data Envelopment Analysis 

(DEA), di mana pada studi ini model DEA yang 

digunakan mengikuti tatacara Banker, Charnes, 

dan Cooper (1984). Dalam topik efisiensi 

belanja publik, DEA adalah sebuah pendekatan 

kuantiatif yang sudah umum digunakan, antara 

lain oleh Afonso and Aubyn (2004), Hauner dan 

Kyobe (2010), Vierstraete (2012), Yusefzadeh 

(2013), Hsu (2013), Reig-Martinez (2013), 

Andriani (2016) dan Indriati (2016).  

DEA merupakan salah satu teknik 

mathematical programming untuk membentuk 

kurva frontier, hasil benchmarking optimum 

efisiensi teknis relatif dari unit-unit analisis. 

Langkah DEA dimulai dengan penentuan 

decision making unit (DMU) yaitu unit-unit 

operasional yang bertindak sebagai pengambil 

kebijakan yang sedang menjadi objek 

pengujian. DMU pada penelitian ini adalah 501 

pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.  

Selanjutnya, ditentukan pendekatan 

yang akan mempengaruhi determinasi variabel 

input dan output yang akan digunakan dalam 

estimasi. Analisis ini menggunakan pendekatan 

input, sebab input dapat dikelola, ditingkatkan 

atau diturunkan untuk menghasilkan tingkat 

output yang ditetapkan (Ramanathan, 2003).  



Adapun variabel input dan output yang 

digunakan dalam penelitian ini dipilih sebagai 

representasi dari kinerja pemerintah daerah 

dalam rangka menyediakan barang dan jasa 

publik. Vierstraete (2012) merekomendasikan 

pengukuran efisiensi secara khusus pada bidang 

pendidikan dan kesehatan, sebab keduanya lebih 

relevan untuk menganalisis kinerja belanja 

publik pelayanan dasar, yaitu yang bersifat non-

income HDI. Ahmad (2016) juga menekankan 

pentingnya efisiensi pada kedua jenis belanja 

publik ini, mengi-ngat eksistensi keduanya telah 

menjadi perhatian di banyak negara, ditandai 

dengan besarnya porsi dalam anggaran publik, 

tetapi belum mampu mengurangi 

ketidakseimbangan pembangunan. 

Jin & Sun (2011) dan Vierstraete (2012) 

juga menjelaskan bahwa penilaian kinerja 

belanja publik seharusnya tidak hanya mengacu 

pada pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih 

mendetail kepada bagaimana kualitas barang 

dan jasa publik terutama dalam bidang 

pendidikan dan kesehatan disediakan bagi 

masyarakat. Namun demikian, para peneliti 

mengalami kesulitan dalam menentukan 

variabel terbaik yang dianggap paling tepat, 

sebab keduanya melibatkan unsur perilaku 

individual rumah tangga dan aspek institusional 

yang kompleks (Jones & McCaffery, 2010; 

Diaz-Serrano & Rodriguez-Pose, 2014; 

Halaskova & Halaskova, 2015). 

Hauner & Kyobe (2010) berpendapat 

bahwa penentuan fokus analisis belanja publik 

harus memperhatikan karakter objek analisis. 

Oleh karena itu, selain terhadap bidang 

pendidikan dan kesehatan, studi ini 

menambahkan fokus analisis pada belanja 

infrastruktur untuk memperkuat akurasi 

penilaian efisiensi. Sebab, dalam satu dekade 

terakhir, APBN Republik Indonesia dan APBD 

secara umum menjadikan infrastruktur sebagai 

prioritas utama pembangunan fisik (physical 

development), selain pendidikan dan kesehatan 

yang mewakili dimensi pembangunan manusia 

(capital development).  

Jones & McCaffery (2010), menjelaskan 

bahwa pemilihan bidang yang menjadi fokus 

analisis harus mempertimbangkan proporsinya 

terhadap total belanja publik. Dalam hal ini, per-

sentase rata-rata kontribusi belanja pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur terhadap total 

APBD pada tahun 2016 dan 2017 berada pada 

kisaran 42%-50%. Dengan demikian, analisis 

belanja publik layak berfokus pada ketiga 

bidang tersebut. 

Selanjutnya, dilakukan pemilihan varia-

bel input dan output analisis. Dari sisi input, 

persentase masing-masing jenis belanja terha-

dap APBD merupakan variabel yang mampu 

mewakili sebagian besar informasi tentang 

sumber daya yang digunakan untuk menyedia-

kan barang dan jasa publik pada bidang 

pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. 

Dalam anggaran tersebut terwakili unsur biaya 

personil, biaya barang dan jasa, serta pemenuh-

an kebutuhan lain dalam rangka menyediakan 

barang/jasa publik di setiap jenis belanja. Pemi-

lihan ini mengikuti kaidah pengukuran efisiensi 

belanja publik oleh Reig-Martinez (2013), 

Afonso et al (2005), dan Andriani (2016). 

Pada sisi output, rincian pemilihan vari-

abel lebih bervariasi lagi. Yang pertama, di 

bidang pendidikan, Halaskova & Halaskova 

(2015) merekomendasikan variabel output yang 

mencerminkan capaian kinerja belanja 

pemerintah terhadap penyediaan pendidikan 

dasar dan menengah. Reig-Martinez (2013) 

bahkan memilih layanan pendidikan menengah 

dan tersier sebagai ukuran di Eropa. Sementara 

BPS (2018) berpendapat bahwa RRLS merupa-

kan bentuk lain dari secondary school enroll-

ment atau angka partisipasi sekolah (APS) 

menengah oleh Afonso et al (2005), Hauner & 

Kyobe (2010), dan Halaskova & Halaskova 

(2015). Menurut BPS (2018), dengan sudut 

pandang yang sama, penggunaan RRLS lebih 

baik daripada APS karena memberikan infor-

masi yang lebih variatif tentang tingkat edukasi 

masyarakat secara umum, bukan hanya pada 

penduduk usia sekolah.  



Selanjutnya, BPS (2018) dan Afonso et 

al (2005) juga merekomendasikan penggunaan 

indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) 

atau life expectancy at birth sebagai ukuran 

kuantitatif dari kualitas layanan publik pemerin-

tah pada bidang kesehatan, sebab ia mewakili 

dimensi pembangunan ekonomi yang berkuali-

tas berupa yang sehat dan berumur panjang. 

Reig-Martinez (2013) dan Hsu (2013) juga 

sepakat menggunakan AHH karena mampu me-

rangkum kompleksitas situasi yang mempenga-

ruhi kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.  

Pada jenis belanja infrastruktur, pemi-

lihan variabel output berupa persentase jalan 

kabupaten/kota dalam keadaan baik merupakan 

upaya menangkap informasi kuantitatif tentang 

seberapa baik pemerintah daerah mampu meng-

olah input berupa anggaran belanja infrastruktur 

menjadi berbagai bentuk sarana publik. Dalam 

lingkup fungsi infrastruktur atau pekerjaan 

umum, terdapat beberapa indikator output 

antara lain yang berkaitan dengan perumahan, 

ketersediaan air bersih, keberadaan jalan dan 

jembatan, jangkauan sarana komunikasi dan 

informasi, dan sebagainya. Kendati demikian, 

mengingat kompleksitas variasi infrastruktur 

publik yang dibutuhkan di seluruh Indonesia, 

eksistensi dan kualitas jalan raya dianggap telah 

cukup mewakili kemampuan pemerintah 

daaerah menghasilkan barang dan jasa publik di 

bidang pekerjaan umum (Afonso et al, 2005). 

Tabel 1 Variabel input dan output DEA 

Sektor Variabel input Variabel output 

Pendi-

dikan 

EDUS Persentase belanja 

pendidikan 

terhadap total 

APBD 

RRLS Angka rata-

rata lama 

sekolah   

Kese-

hatan  

HLTS 

 

Persentase belanja 

kesehatan terhadap 

total APBD 

AHH Angka 

harapan 

hidup pada 

saat lahir 

Infra-

struktur 

INFRS Persentase belanja 

pekerjaan umum 

terhadap total 

APBD 

JAL Persentase 

jalan kabu-

paten/ kota 

dalam 

kondisi baik 

 

Sumber: Penulis (2018) 

Selanjutnya, apabila qi adalah vektor kolom 

output, xi sebagai vektor kolom input, 

pemerintah daerah-i, X adalah matriks input dan 

Q merupakan matriks output, dengan N jumlah 

pemerintah daerah yang dianalisis, maka 

spesifikasi model DEA dirumuskan sebagai 

berikut: 

Minθ,λθ 

s.t. – qi + Qλ > 0 

θxi – Xλ > 0 

N1’λ = 1 

λ > 0 .......………............……………..  (1) 

Dalam persamaan (1), θ adalah skor yang 

menun-jukkan efisiensi teknis unit (xi, yi) di 

mana θ <1. Skor tersebut adalah jarak antara 

hasil analisis efisiensi pemerintah daerah dan 

kurva efficient frontier, yaitu kombinasi linear 

dari pengamatan terbaik. Jika θ <1, maka DMU 

berada di bawah frontier atau dapat disebut tidak 

efisien. Sebalik-nya, jika θ bernilai 1 maka 

DMU telah efisien.  

N1 adalah n dimensi vektor yang 

digunakan, sementara N1’λ = 1 adalah restriksi 

bahwa frontier memenuhi konveksitas sebagai 

efek dari pemilihan asumsi variable return to 

scale (VRS). Model BCC VRS dipilih dengan 

pertimbangan bahwa situasi riil lebih sesuai 

dengan asumsi bahwa penambahan input 

sebesar x kali tidak serta merta meningkatkan 

output sebesar x kali, tetapi bisa lebih besar atau 

kecil. 

Dengan asumsi tidak ada variasi harga 

dalam setiap pengamatan sebagaimana 

diasumsikan oleh De Borger dan Kerstens 

(1994), pengukuran efisiensi biaya dirumuskan 

sebagai berikut: 

Minλ,Xi*(wi’xi*) 

s.t. – qi + Qλ > 0 

xi * - Xλ > 0 

N1’λ = 1 

λ > 0 ………………………............…...  (2) 

Dalam persamaan (2) wi adalah vektor dari 

unitary input price dan xi * adalah level input 

yang diukur berdasarkan model DEA-VRS, 

yaitu seberapa banyak input (berupa belanja) 

yang harus digunakan oleh pemerintah daerah 

untuk memenuhi kriteria efisien secara teknis. 



Pengolahan data metode DEA menggunakan 

software Open Source DEA (OSDEA). 

Merujuk pada Kurniawan (2007) dan 

Vierstraete (2012), terdapat perbedaan 

mendasar dalam karakter belanja infrastruktur 

dibandingkan dengan dua jenis belanja 

pelayanan dasar lainnya, yaitu bahwa secara 

hasil output belanja infrastruk-tur lebih cepat 

dan mudah untuk diukur, berupa barang publik 

bersifat fisik. Sementara, penilaian kinerja 

belanja kesehatan dan pendidikan bersifat non-

fisik, membutuhkan waktu dan dimensi 

pengukuran yang kompleks. Oleh karena itu, 

berkaitan dengan kebutuhan analisis regresi 

pada tahap pengolahan data yang kedua, 

estimasi DEA perlu dilakukan sebanyak empat 

kali, yaitu dengan 4 model kombinasi variabel 

input dan output DEA untuk menghasilkan nilai 

berupa efisiensi total pelayanan publik dasar dan 

3 jenis efisiensi masing-masing jenis belanja 

publik. 
 

3.2. Regresi 

Pengolahan data tahap kedua dilakukan 

dengan regresi data panel yang disesuaikan 

dengan karakteristik data. Secara struktur, data 

yang tersedia dapat disebut sebagai data panel, 

meskipun jangka waktu pengamatan hanya bisa 

dilakukan selama 2 tahun yaitu 2016 dan 2017, 

karena alasan ketersediaan data.  

Dalam mengestimasikan hubungan 

antara efisiensi dan variabel-variabel 

independen, terutama variabel tentang pola 

penyerapan anggaran, digunakan metode first 

difference atau nilai selisih dari dua tahun 

observasi sebagai bahan regresi. Cara ini 

meningkatkan reliabilitas estimasi karena 

mengabaikan faktor-faktor yang bersifat time 

invariant yang tidak tertangkap dalam model, 

serta memudahkan pengujian heteroscedas-

ticity-robust statistics (Wooldridge, 2012). 

Adapun model regresi yang digunakan adalah: 

ΔEFFi = α0i  + β1ΔQ3i   + β2ΔQ4i + β3ΔTBRZi  + 

β4ΔGOODSi  + β5ΔCAPSi  + β6ΔPUSPi + 

β7ΔSTATi + β8ΔPOPi + εi ..........................(3) 

 

Persamaan 3 adalah model regresi umum yang 

digunakan dengan 4 variasi variabel dependen 

berupa EFFTOTAL, EFFINFRA, EFFEDU, dan 

EFFHLTH. Adapun pengolahan data regresi 

menggunakan bantuan software Eviews 9. 

Definisi variabel yang digunakan dalam model 

regresi disajikan dalam Tabel 2. 
 

Tabel 2. Definisi variabel regresi 

Variab

el  
Definisi max min mean 

Std. 
dev 

EFFT

OTAL 

Skor efisiensi total  

 

1 0,34 0,67 0,16 

EFFIN

FRA 

Skor efisiensi belanja 

infrastruktur 

1 0,02 0,13 0,15 

EFFE

DU 

Skor efisiensi belanja 

bidang pendidikan 

1 0,002 0,07 0,15 

EFFH

LTH 

Skor efisiensi belanja 

bidang kesehatan 

1 0,006 0,24 0,23 

Q3 Realisasi anggaran pada 

triwulan 3 (%) 

64,92 2,89 23,07 9,78 

Q4 Realisasi anggaran pada 

triwulan 4 (%) 

74,55 1,04 33,47 10,23 

TBRZ Total realisasi anggaran 

setahun (%) 

100 61,38 89,06 5,23 

GOO

DS 

Persentase belanja 

barang/jasa dalam 

APBD 

55,86 9,27 23,92 7,12 

CAPS Persentase belanja 

modal dalam APBD 

69,79 3,05 22,04 7,09 

PUSP Persentase belanja 

pelayanan publik dasar 

dalam APBD 

99,36 10,49 42,49 18,24 

STAT Jenis pemerintah daerah 

(0=kota, 1=kabupaten) 

1,00 0,00 - - 

POP Jumlah penduduk (ribu 

jiwa) 

5.717 13,69

9 

507,7 634,6

99 

 

Terhadap data dan persamaan (3), telah 

dilakukan pengujian asumsi klasik untuk 

memas-tikan bahwa model terbebas dari 

multikolinieritas dan heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil pengu-jian tingkat korelasi 

antarvariabel independen, tidak ditemukan nilai 

korelasi yang melebihi 0,8. Dengan demikian 

bisa disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas 

dalam model yang diajukan (Gujarati &  Porter, 

2010). Selain itu, telah dilaku-kan uji Glejser 

terhadap model dan diperoleh P-value kurang 

dari 0,05. Temuan ini mengkonfir-masi 

terjadinya heteroskedastisitas yang kemudi-an 

diperbaiki dengan pembobotan white atau 

robust standard error (Hoechle, 2007). 
 

4. Hasil dan Diskusi 

4.1. Analisis Deskriptif 



4.1.1.Gambaran Umum Pola Penyerapan Anggaran 

Kinerja penyerapan APBD tahun 2016- 

2017 dapat disajikan dalam Gambar 4. 

 

 
Thn Triw. I 

(Jan-Mar) 
Triw. II 

(Apr-Jun) 
Triw. III 
(Jul-Sep) 

Triw. IV 
(Okt-Des) 

Capaian 
tahunan 

2016 8,96% 24,28% 21,51% 33,94% 88,69% 

2017 8,87% 22,91% 24,64% 33,00% 89,44% 

Gambar 4 Pergerakan penyerapan APBD kabupaten 

dan kota per triwulan pada tahun 2016 dan 2017 
Diolah dari BPKP (2017) dan BPKP (2018) 

 

Secara umum, Triwulan I atau periode 

antara bulan Januari sampai dengan Maret 

merupakan masa penyerapan anggaran yang 

paling rendah yaitu dengan rata-rata hanya 

sebesar 8,96% pada tahun 2016 dan 8,87% pada 

tahun 2017. Sebaliknya, periode tersibuk adalah 

pada Triwulan ke-4 atau periode bulan Oktober 

sampai dengan Desember dengan rata-rata 

tingkat penyerapan anggaran sebesar 33,94% 

pada tahun 2016 dan 33,00 pada tahun 2017. 

Secara total tahunan, persentase penyerapan 

anggaran pada kedua tahun observasi tidak 

maksimal, yaitu rata-rata sebesar 88,69% pada 

tahun 2016 dan 89,44% pada tahun 2017. 

Diketahui pula bahwa lambatnya penyerapan 

anggaran yang diukur berdasarkan dokumen 

pengelolaan belanja daerah, diikuti dengan 

lambatnya penyelesaian fisik PBJ. Sebagai 

contoh, pada akhir tahun 2016 baru 75,69% 

proses PBJ yang telah selesai 100% secara 

administrasi dan fisik (BPKP, 2017). 
 

4.1.2. Hasil Pengukuran Efisiensi 

Pengolahan data dengan metode Data 

Envelopment Analysis (DEA) menghasilkan 

skor efisiensi belanja tahun 2016 dan tahun 

2017, pada kelompok belanja pelayanan publik 

dasar, belanja insfrastruktur, belanja pendidikan 

dan belanja kesehatan. Persebaran nilai efisiensi 

pada 501 kabupaten kota pada setiap bidang 

belanja dan tahun observasi dapat dilihat pada 

Gambar 5. Sumbu horizontal menunjukkan 

ukuran input berupa persentase anggaran 

masing-masing bidang dalam APBD, sementara 

sumbu vertikal menunjukkan capaian output.  

Bentuk kurva-kurva tersebut menegas-

kan kecenderungan pada asumsi Non Increasing 

Return to Scale (NIRTS) dengan pendekatan 

input oriented, yang bermakna bahwa pening-

katan efisiensi bisa dilakukan dengan mengu-

rangi jumlah input untuk menghasilkan output 

pada tingkat yang sama (Ramanathan, 2003), 

kemudian mengalihkan sumber daya tersebut 

untuk menjadi input bagi penyediaan barang dan 

jasa yang dibutuhkan pada sektor lainnya.  

Nilai efisiensi belanja bervariasi pada 

bidang pelayanan publik dasar, bidang 

infrastruk-tur, bidang pendidikan, dan bidang 

kesehatan pada tahun 2016 dan 2017. Secara 

total tidak terjadi perubahan yang signifikan 

antara capaian efisiensi pelayanan publik dasar 

dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada kedua 

tahun tersebut, masing-masing nilai skor 

efisiensi rata-rata bernilai sama di kisaran 0,67. 

Nilai maksimum keduanya berada pada angka 

1,00. Skor minimum tahun 2016  sebesar 0,37, 

sedangkan skor minim-um tahun 2017 sebesar 

0,34. Pada bidang infrastruktur, persebaran skor 

efisiensi lebih dominan mendekati 0 atau jauh 

kurang efisien dibandingkan dengan efisiensi 

total, di mana rata-rata skor efisiensi tahun 2016 

sebesar 0,139 kemudian menurun menjadi 0,124 

pada tahun 2017. Adapun nilai minimum skor 

efisiensi bidang infrastruktur pada tahun 2016 

sebesar 0,022 dan tahun 2017 sebesar 0,029.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5 Kurva produktivitas belanja publik daerah tahun 2016 dan 2017 
Sumber: Diolah dari analisis DEA (2018) 

 

Secara grafis, pola skor efisiensi pada 

bidang pendidikan tidak jauh berbeda dengan 

persebaran nilai pada bidang infrastruktur. 

Kecenderungan penurunan skor efisiensi dari 

tahun 2016 ke tahun 2017 juga terjadi pada 

bidang ini, di mana rata-rata skor tahun 2016 

sebesar 0,11 turun drastis menjadi 0,03 pada 

tahun 2017. Pada tahun 2017, semakin sedikit 

daerah yang menjauh dari skor 0 dan mendekati 

efisiensi yang ditunjukkan dengan angka 1. 

Peningkatan skor efisiensi secara signifi-

kan justru terjadi pada bidang kesehatan. Dalam 

grafik dapat dilihat bahwa capaian skor efisiensi 

bidang ini menjauh dari angka 0, di mana rata-

rata skor tahun 2016 sebesar 0,06 menjadi jauh 

lebih tinggi pada angka 0,42. Peningkatan pada 

bidang ini menjadi penyeimbang penurunan 

yang terjadi pada bidang infrastruktur dan 

pendidikan, sehingga secara total tidak terjadi 

perubahan nilai rata-rata skor efisiensi pada 

tahun 2016 ke 2017. 

Kendati demikian, dikaitkan dengan 

ketentuan batas minimum persentase belanja 

tertentu terhadap total APBD, khususnya pada 

bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan 

efisiensi yang lebih diharapkan adalah 

peningkatan yang terjadi karena adanya 

kenaikan capaian dari output yang merupakan 

hasil dari sebuah proses yang kompleks dan 

dipengaruhi oleh banyak hal (Afonso, 2005).  

Dengan dasar pemikiran ini, dapat 

dilihat bahwa sebenarnya peningkatan efisiensi 

secara drastis belanja publik daerah pada bidang 

kesehatan adalah hasil dari penurunan rata-rata 

input atau belanja kesehatan dari kisaran 

13,25% pada tahun 2016 menjadi 7.08% pada 

tahun 2017. Sebab, dimensi output atau ukuran 

capaian dari proses tersebut tidak banyak 

mengalami perbaikan. Angka harapan hidup 

(AHH) pada tahun 2016 rata-rata sebesar 68,66 

hanya sedikit meningkat menjadi 68,69 pada 

tahun 2017.  

Merujuk pada Busatto (2011), apa yang 

terjadi pada bidang kesehatan selama tahun 

2016 ke 2017 merupakan sesuatu yang positif. 

Keterbatasan sumber daya atau input pada tahun 

2017 tidak menurunkan pencapaian hasil, tetapi 

justru dapat dikelola dengan baik sehingga 

menghasilkan capaian yang meningkat. 
 

a. Perbandingan efisiensi kabupaten dan 

kota 

Dalam rangka menginterpretasi hasil 

estimasi DEA lebih jauh lagi, hasil penilaian 

efisiensi belanja publik dikelompokkan lagi 

berdasarkan jenis pemerintah daerah 

sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3. 



Tabel 3 Perbandingan rata-rata skor efisiensi 

berdasarkan jenis pemerintahan daerah 
 

No 
Jenis 

efisiensi 

Hasil estimasi 
408 kab. 

Hasil estimasi 
93 kota 

2016 2017 2016 2017 

1 Efisiensi total 0,63 0,65 0,83 0,78 

2 Efisiensi blj. 

Infrastruktur 

0,11 0,11 0,26 0,18 

3 Efisiensi blj. 

pendidikan 

0,06 0,01 0,34 0,12 

4 Efisiensi blj. 

kesehatan 

0,05 0,42 0,12 0,42 

Sumber: Diolah penulis dari hasil analisis DEA (2018) 

Efisiensi total pada ketiga bidang 

observa-si baik pada kabupaten maupun kota, 

menunjuk-kan nilai yang jauh lebih tinggi atau 

mendekati efisien, jika dibandingkan dengan 

ketiga jenis penilaian efisiensi lainnya, yaitu 

pada kisaran 0,63 sampai dengan 0,83. 

Keunggulan tersebut tampak pada kedua tahun 

observasi, 2016 dan 2017.  

Sementara itu, dapat dilihat pula bahwa 

pada umumnya belanja publik, baik yang 

tergabung dalam kelompok belanja pelayanan 

publik dasar, maupun yang dirinci dalam 

kelompok belanja bidang infrastruktur, 

pendidikan, dan kesehatan menghasilkan skor 

efisiensi yang lebih tinggi di pemerintah daerah 

jenis kota daripada kabupaten.  

Salah satu contohnya, skor efisiensi total 

tertinggi yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 

0,83 adalah rata-rata efisiensi pada kelompok 

pemerintah kota. Pada periode tersebut, rata-rata 

efisiensi kabupaten hanya mencapai 0,63. Pada 

jenis efisiensi dan periode pengamatan yang 

lain, capaian efisiensi kota bahkan tidak pernah 

lebih rendah daripada capaian kabupaten. Hanya 

satu kali terjadi persamaan nilai efisiensi rata-

rata kabupaten dan kota sebesar 0,42 pada 

bidang kesehatan tahun 2017.  

Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pengelolaan belanja publik oleh 

pemerintah kota secara umum lebih unggul 

dalam hal efisiensi jika dibandingkan dengan 

pemerintah kabupaten. Temuan ini juga 

mengkonfirmasi pendapat Tacoli (2003) tentang 

keunggulan pemerintah kota dibandingkan 

dengan pemerintah kabupaten dalam hal 

pengelolaan keuangan publik. 
 

b. Perbandingan efisiensi berdasarkan 

kelompok wilayah geografis 

Selanjutnya, dengan hasil estimasi DEA 

juga dapat dikelompokkan lagi capaian efisiensi 

berdasarkan aspek geografis. Pada tahun 2016, 

diketahui bahwa terdapat 58 kabupaten/kota 

atau 11,58% dari total jumlah pengamatan yang 

memperoleh skor efisiensi 1.000. Dari 58 daerah 

ini, 23 di antaranya berada di area Jawa-Bali, 9 

di Sumatera, 8 di Papua, dan 18 sisanya tersebar 

di kelompok wilayah lain. Adapun hasil estimasi 

DEA untuk tahun observasi 2017 memberikan 

frekuensi penilaian efisien 1,000 dalam jumlah 

yang lebih sedikit, yaitu kepada 44 kabupa-

ten/kota atau 8,87% dari populasi 501 pemerin-

tah daerah.  Dari ke-44 daerah ini, 23 di antara-

nya berada di area Jawa-Bali, 9 di Sumatera, 5 

di Papua, dan 7 sisanya tersebar di wilayah lain.  

Perbedaan nilai capaian efisiensi 

tersebut menunjukkan adanya perbedaan 

kemampuan pemerintah daerah mengelola 

sumber daya yang dimilikinya. Dominasi 

capaian efisien yang mayoritas berada di 

kelompok Jawa-Bali pada tahun 2016 dan tahun 

2017, dengan masing-masing sejumlah 23 

kabupaten/kota, menunjukkan bahwa telah 

banyak pemerintah daerah atau di kawasan 

Jawa-Bali yang telah berhasil mengelola 

anggaran publik dengan lebih baik.  

Sebagai pusat pemerintahan dan pusat 

kegiatan perekonomian, temuan ini tidak 

menga-getkan. Sebab, kawasan Jawa-Bali 

adalah wilayah yang paling berkembang di 

Indonesia, di mana pemerintah daerahnya secara 

umum lebih mampu mengelola dana publik 

untuk mendanai pemba-ngunan daerahnya. 

Pendapat ini diperkuat dengan perolehan rata-

rata regional human development index (RHDI) 

Jawa-Bali sebagai skor tertinggi secara nasional 

sebesar 73.19 pada tahun 2016. 

Kendati demikian, rata-rata nilai efisien-

si perkelompok yang tertinggi menunjukkan 

temuan yang di luar perkiraan. Berdasarkan 



pengelom-pokan pada Tabel 4, ditemukan 

bahwa tingkat rata-rata efisiensi tertinggi 

kabupaten/kota berada di kelompok Papua 

sebesar 0.804, diikuti oleh Kepulauan Maluku 

sebesar 0.737, dan kelompok Jawa-Bali sebesar 

0.715. Adapun rata-rata efisiensi terrendah 

berada di kelompok Nusa Tenggara sebesar 

0.589, sedangkan rata-rata skor efisiensi 

nasional berada pada kisaran 0.672. 

Tingginya rata-rata capaian efisiensi di 

kelompok Papua merupakan temuan yang 

kontradiktif. Sebab, meskipun skor efisiensi 

rata-ratanya menjadi yang tertinggi dibanding-

kan keenam kelompok wilayah lain di Indo-

nesia, namun capaian IPM regional di Papua 

adalah yang terrendah. Pada tahun 2016, capaian 

rata-rata IPM regional  Papua hanya sebesar 

60,13, jauh di bawah rata-rata IPM nasional 

sebesar 70,13 dan capaian IPM rata-rata Jawa 

Bali sebesar 73,19. 

 

Tabel 4. Rata-rata nilai efisiensi, input-output DEA,  

dan IPM berdasarkan kelompok geografis tahun 2016-2017 

No 
Kelompok 

wilayah 

Skor 

efisiensi 

pelayanan 

publik 

dasar 

Input Performance (output)  

 

IPM 

regional 

Belanja 

pelayanan publik 

dasar dalam 

APBD (%)  

Rata-rata 

lama 

sekolah 

(tahun) 

Angka 

harapan 

hidup saat 

lahir (tahun) 

Jalan 

kab/kota 

dalam kondisi 

baik (%) 

1 Sumatera 0.645 43.19 8.347 68.377 55.887 70.03 

2 Jawa-Bali 0.715 46.07  7.779 72.132 77.505 73.19 

3 Kalimantan 0.649 43.54 7.916 70.028 53.861 69.57 

4 Sulawesi 0.631 41.96 7.939 68.186 55.135 67.91 

5 Kep. Maluku  0.737 35.93 8.679 67.608 46.75 67.11 

6 Nusa Tenggara 0.589 42.05 7.096 65.546 55.174 64.47 

7 Papua  0.804 30.78 6.508 64.910 40.800 60.13 

Rata-rata nasional  0.672 42.49 7.900 68.970 59.320 70.18 

Sumber: Penulis (2018) 

Gambar 6 menunjukkan kontrasnya 

capaian efisiensi pada 7 wilayah di Indonesia. 

Dihu-bungkan dengan mekanisme perhitungan 

DEA dan data input – output yang digunakan, 

ditemukan bahwa tingginya efisiensi rata-rata di 

Papua terjadi karena meskipun output pengu-

kuran cenderung rendah, tetapi inputnya bahkan 

jauh lebih rendah dibandingkan kelompok 

wilayah lain di Indonesia, sehingga DEA 

memberikan penilai-an yang lebih baik terhadap 

efisiensi rata-rata pemerintah daerah di wilayah 

ini. Dalam tabel 4 tampak bahwa rata-rata 

pemerintah kabupaten/kota di Papua hanya 

menganggarkan sebanyak 30,78% anggarannya 

untuk belanja pelayanan dasar, yaitu belanja 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Angka 

ini jauh lebih rendah dari rata-rata nasional 

sebesar 42,49% pada tahun 2016-2017.  

Meskipun begitu, temuan ini selaras 

dengan Afonso, et al (2005) yang menyatakan 

bahwa pemerintahan dengan pengeluaran sektor 

publik yang lebih kecil cenderung untuk 

menjadi unit yang paling efisien dibandingkan 

unit lain dengan pengeluaran sektor publik lebih 

besar. Dalam sudut pandang ini, kinerja yang 

lebih baik adalah ketika decision making unit 

menggu-nakan input yang kecil untuk mengha-

silkan output pada level tertentu. Tentunya, 

diharapkan dengan penambahan jumlah input, 

output yang lebih baik akan diperoleh. 

Dapat diartikan pula bahwa daerah lain 

di luar kelompok Papua yang belum mampu 

mencapai efisiensi pada frontier, seharusnya 

lebih cermat lagi dalam mengelola dananya 

untuk menghasilkan output yang lebih besar 

dengan input yang lebih rendah atau tetap.



 

Gambar 4.5 Skor efisiensi belanja publik berdasarkan kelompok wilayah tahun 2016 dan 2017 
Sumber: Diolah dari analisis DEA (2018) 

 

Sementara itu, bagi Papua sendiri, 

meskipun skor efisiensi rata-rata relatif lebih 

baik daripada daerah lain, namun mengingat 

capaian kinerjanya yang belum menggem-

birakan, masih perlu dipertimbangkan pening-

katan kuantitas anggaran daerah guna 

menyediakan pelayanan publik dasar yang lebih 

berkualitas bagi masyarakat. Dengan demikian, 

akan diperoleh peningkatan yang signifikan 

dalam pencapaian IPM regional wilayah Papua 

dan memperbaiki disparitas dengan kelompok 

wilayah lain di seluruh penjuru Indonesia. 

Di sisi lain, analisis ini membuktikan 

bahwa efisiensi tidak dapat dijadikan sebagai 

satu-satunya ukuran kinerja atau kualitas belanja 

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah. Lebih jauh lagi, sangat perlu dipertim-

bangkan pula efektivitas sebagai ukuran peni-

laian, sebagaimana diungkapkan oleh Hagen 

(2011) dalam Szarowska (2016) dan 

Heruwibowo (2016). Sebab, dimensi efisiensi 

hanya cenderung membahas sebaik apa input 

digunakan untuk menjadi output tertentu, 

sementara dimensi efektivitas mampu menilai 

lebih jauh sebanyak apa manfaat yang dapat 

diberikan oleh belanja publik terhadap 

pencapaian outcome, yang idealnya berupa 

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

4.2. Analisis hasil regresi 

4.2.1. Model regresi 

Sebagaimana telah dijelaskan, terdapat 

beberapa variasi model penelitian sebagai 

kombinasi dari 4 jenis variabel dependen yaitu 

efisiensi total, efisiensi infrastruktur, efisiensi 

pendidikan, dan efisiensi kesehatan. Di samping 

itu, pada awalnya variabel kontrol “jenis 

pemerin-tah daerah” (STAT) dirancang untuk 

diregresikan dalam model sesuai persamaan 3. 

Namun, dengan pendekatan first differencing 

yang mengestimasi selisih antara kedua tahun 

observasi, di mana pada variabel STAT tidak 

terdapat selisih atau perubah-an nilai data sama 

sekali, maka persamaan yang diestimasi ditinjau 

ulang menjadi persamaan 4. 
 

ΔEFFi = α0i  + β1ΔQ3i   + β2ΔQ4i + β3ΔTBRZi  

+ β4ΔGOODSi  + β5ΔCAPSi + 

β6ΔPUSPi + β8ΔPOPi + εi .............(4) 

Variabel STAT harus dieliminasi dari 

persamaan agar estimasi tetap dapat dilakukan. 

Meskipun begitu, pengaruh jenis pemerintah 



daerah (STAT) terhadap hasil estimasi tetap 

dapat diukur dengan melakukan estimasi model 

untuk setiap jenis variabel dependen dengan 3 

variasi data berdasar-kan jenis pemerintah 

daerah, yaitu keseluruhan 501 kabupaten/kota, 

408 kabupaten, dan 93 kota.  

Rangkuman hasil estimasi dengan 

menggunakan pemisahan objek berdasarkan 

jenis pemerintah daerah dapat dilihat pada 

Lampiran 2.  

Tabel 5 Variasi model dalam penelitian 

Model  

nomor 

Variabel 

dependen 
Model terestimasi 

1 ΔEFF 

TOTAL 

-0.1737 - 0.0015 ΔCAPS - 0.0002 ΔGOODS - 

0.0064 LOG(ΔPOP) - 0.0073 ΔPUSP + 4.42-5 

ΔQ3 - 0.0004 ΔQ4 + 0.0013 ΔTBRZ 

2 ΔEFF 

INFRA 

0.0079 - 0.0014 ΔCAPS - 0.0005 ΔGOODS - 

0.0031 LOG ΔPOP - 0.0012 ΔPUSP + 6.6129-

5 ΔQ3 + 0.0001 ΔQ4 + 0.0008 ΔTBRZ 

3 ΔEFF 

EDU 

-0.0764 + 0.0003 ΔCAPS + 4.78-5 ΔGOODS 

+ 0.0028 LOG ΔPOP - 0.0008 ΔPUSP + 6.55-

5 ΔQ3 + 6.74-5 ΔQ4 + 0.0002 ΔTBRZ 

4 ΔEFF 

HLTH 

0.5492 + 0.0003 ΔCAPS - 0.0029 ΔGOODS - 

0.0171 LOG ΔPOP + 0.0021 ΔPUSP - 0.0010 

ΔQ3 - 0.0012 ΔQ4 + 0.0003 ΔTBRZ 

Sumber: Penulis (2018) 

Estimasi keempat model menghasilkan nilai uji 

signifikansi yang dirangkum pada Tabel 6. 

Tabel 6 Nilai-nilai uji signifikansi model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Interpretasi hasil regresi 

Model berbentuk first differencing yang 

telah diestimasi dengan pendekatan regresi 

robust least square (persamaan 4) diinterpre-

tasikan berdasarkan kelompok variabel 

independen berikut. 

a. Dimensi ketepatan waktu dan jumlah 

reali-sasi (pola penyerapan anggaran) 

Variabel independen yang mewakili sub 

dimensi ketepatan waktu adalah persentase 

penyerapan anggaran pada Triwulan ke-3 (Q3) 

dan Triwulan ke-4 (Q4), sementara sub dimensi 

jumlah realisasi diwakili oleh total realisasi 

anggaran tahunan (TBRZ). Hasil pengujian 

signifikansi atas ketiga variabel independen 

tersebut terhadap keempat jenis variabel 

dependen efisiensi menunjukkan nilai berbeda-

beda (Lihat Tabel 6). 

Berdasarkan Tabel 6 tersebut dapat 

diketa-hui bahwa baik variabel Q3 maupun Q4 

berhubu-ngan negatif signifikan, hanya pada 

model 4 yang menempatkan efisiensi belanja 

kesehatan (EFF HLTH) sebagai variabel 

dependen. Dapat diketahui pula bahwa variabel 

TBRZ berhubungan positif signifikan hanya 

pada model 2, yaitu model yang menempatkan 

efisiensi belanja infrastruktur (EFF INFRA) 

sebagai variabel dependen. Sedangkan model 

yang menempatkan EFF TOTAL dan EFF EDU 

sebagai variabel dependen sama sekali tidak 

membuktikan adanya hubungan antara variabel 

independen Q3, Q4, dan TBRZ dan variabel 

efisiensi. 

Temuan adanya hubungan antara slow 

and back loaded dalam penyerapan anggaran 

terhadap efisiensi belanja publik bidang 

kesehatan ini mengkonfirmasi pendapat 

Mardiasmo (2009), Juanda et al (2014), 

Heruwibowo (2016), dan Sinaga(2016). 

Sementara, efisiensi agregat bidang pelayanan 

publik dasar, efisiensi belanja bidang 

infrastruktur, dan efisiensi bidang pendidikan 

tidak terbukti berhubungan dengan pola 

penyerap-an anggaran. Temuan ini 

mengkonfirmasi Muhsin (2016) dan DJPK 

(2016) dalam Sinaga (2016).  

Selanjutnya, adanya hubungan antara 

jum-lah realisasi atau penyerapan anggaran 

tahunan dan efisiensi belanja infrastruktur 

mengkonfir-masi pendapat Mardiasmo (2009), 

Juanda et al (2014), dan Heruwibowo (2016). 

Adapun efisi-ensi agregat bidang pelayanan 

publik dasar, efisiensi belanja bidang 

pendidikan, dan efisiensi belanja bidang 



kesehatan tidak terbukti berhubungan dengan 

pola penyerapan anggaran tahunan.  

Perbedaan hubungan antara variabel 

independen dan efisiensi di atas diduga terjadi 

karena adanya perbedaan karakter belanja 

publik baik secara keseluruhan bidang 

pelayanan publik dasar, maupun pada masing-

masing dari ketiga jenis belanja. Secara spesifik, 

kelambatan penyerapan yang ditunjukkan 

dengan semakin besarnya penyerapan anggaran 

pada triwulan III dan IV terbukti mengurangi 

efisiensi, hanya pada belanja publik di bidang 

kesehatan. Jika dikaitkan dengan sifat belanja 

bidang kesehatan yang membutuhkan pendana-

an yang kontinyu dan merata sepanjang tahun, 

maka temuan ini adalah temuan yang logis. 

Selanjutnya, tidak optimalnya penyera-

pan anggaran tahunan yang terbukti mengurangi 

efisiensi, hanya terjadi pada belanja publik di 

bidang infrastruktur. Dikaitkan dengan karakter 

output belanja atau penggunaannya, belanja 

infrastruktur jauh lebih mengedepankan aspek 

penyelesaian pekerjaan pembangunan sarana 

fisik yang ditandai dengan seberapa besar 

anggaran telah diserap.  
 

b. Dimensi alokasi anggaran belanja 

Variabel independen yang mewakili sub 

dimensi alokasi anggaran belanja dalam APBD 

adalah persentase belanja barang dan jasa 

(GOODS), persentase belanja modal (CAPS), 

dan belanja publik pelayanan dasar (PUSP). 

Hasil uji signifikansi atas ketiga variabel 

independen tersebut terhadap keempat jenis 

variabel dependen efisiensi menunjukkan nilai 

yang berbeda-beda, sebagaimana ditampilkan 

dalam Tabel 6. 

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa 

variabel PUSP secara konsisten memiliki 

hubung-an yang signifikan pada keempat jenis 

variabel dependen. Arah hubungan bernilai 

negatif pada keseluruhan model, kecuali model 

4 yang menempatkan efisiensi belanja kesehatan 

sebagai variabel dependen. Kecenderungan 

hubungan yang bernilai negatif ini 

mengkonfirmasi Afonso et al (2005) yang 

menyatakan bahwa pemerintahan yang 

mengelola belanja publik dalam jumlah yang 

semakin kecil cenderung lebih efisien.  

Adapun variasi arah hubungan dan 

signifi-kansi yang diberikan oleh variabel 

independen CAPS dan GOODS sebagaimana 

ditunjukkan oleh Tabel 6 memperkuat Busatto 

(2011) tentang tidak adanya formula baku dalam 

penentuan porsi belanja publik berdasarkan 

jenis dan fungsi. Besaran dan komposisi ideal 

anggaran setiap entitas adalah sesuatu yang 

bersifat relatif pada karakter dan kondisi 

kebutuhan publik akan barang dan jasa yang 

harus disediakan pemerintah daerah. Oleh 

karena itu, diperlukan reviu dan evaluasi secara 

berkesinambungan terhadap kesesuaian 

komposisi dan porsi berbagai jenis belanja 

dalam anggaran publik (Halim, 2013). 
 

c. Dimensi karakter daerah 

Dalam Tabel 6 juga tampak hubungan 

an-tara karakter daerah, khususnya jumlah 

penduduk (LOG(POP)) dan efisiensi belanja 

publik. Dari keseluruhan model yang telah 

diestimasi, dike-tahui bahwa variabel jumlah 

penduduk hampir selalu berhubungan signifikan 

dengan efisiensi, dengan arah cenderung 

berimbang antara negatif dan positif. Temuan 

ini mengkonfirmasi Abdullah (2011), 

Rahmatullah (2015), dan Irhamni (2017) yang 

berpendapat bahwa jumlah penduduk mem-

pengaruhi kualitas pengelolaan belanja publik 

de-ngan arah pengaruh yang tidak bisa 

digeneralisasi. 

Selain itu, pencakupan dimensi karakter 

daerah dalam penelitian ini pada akhirnya hanya 

menggunakan variabel independen jumlah 

penduduk (LOG(POP)) tanpa memasukkan 

variabel jenis pemerintah daerah (STAT) dalam 

model regresi. Dengan pemisahan kelompok 

data berdasarkan jenis pemerintahan 

(sebagaimana ditunjukkan oleh lampiran 2) 

diketahui bahwa terdapat perbedaan mencolok 

antara hasil estimasi model dengan observasi 

secara keseluruhan, dibandingkan dengan 

observasi pada kabupaten saja atau kota saja. 



Kecenderungan tersebut mengindikasikan 

bahwa pembagian kelompok data berdasarkan 

jenis pemerintah memberikan pengaruh 

terhadap hasil estimasi.  

Selain itu, nilai estimasi yang lebih 

sesuai ekspektasi pada kelompok data 

kabupaten mere-presentasikan bahwa efisiensi 

pengelolaan belanja publik di pemerintah kota 

tidak berhubungan dengan variabel-variabel 

independen, khususnya variabel utama pada 

dimensi pola penyerapan anggaran. Hanya 

terbukti satu kali variabel total kuantitas 

penyerapan anggaran tahunan (TBRZ) yang 

berpengaruh posisif terhadap efisiensi yaitu 

pada model 10 yang menempatkan efisiensi 

belanja infrastruktur (EFF INFRA) sebagai 

variabel dependen. 

Dihubungkan dengan capaian skor 

efisiensi yang lebih tinggi sebagaimana 

ditunjukkan pada Tabel 3, bagi pemerintah kota, 

bagaimanapun pola realisasi anggaran diduga 

tidak menjadi masalah untuk menciptakan 

efisiensi belanja publik yang lebih baik daripada 

pemerintah kabupaten.  
 

d. Analisis lanjutan pada kelompok efisiensi 

tertentu 

Menindaklanjuti temuan menarik hasil 

estimasi DEA yang ditunjukkan dalam Tabel 4 

di mana ditemukan perbedaan capaian efisiensi 

per kelompok wilayah geografis, maka 

kemudian dilakukan analisis regresi lanjutan. Di 

antara ketujuh kelompok wilayah, analisis 

regresi lanjutan dilakukan terhadap tiga 

kelompok, yaitu kelompok Papua dengan nilai 

rata-rata efisiensi tertinggi (0,804), kelompok 

Nusa Tenggara dengan rata-rata efisiensi 

terrendah (0,589), serta kelompok Jawa-Bali 

dengan rata-rata efisiensi pertengahan (0,715) 

tetapi memiliki rata-rata indikator IPM paling 

tinggi secara nasional. Hasil estimasi terhadap 

ketiga kelompok wilayah tersebut dibandingkan 

dengan hasil estimasi pada model utama 

dirangkum dalam lampiran 3. 

Berdasarkan kelompok wilayah tidak 

ditemukan pola tertentu dalam persebaran 

signifikansi antara variabel-variabel independen 

dan dependen. Masing-masing kelompok 

pengamatan memunculkan hasil yang berbeda 

satu sama lain, di mana 2 dari 4 model yang 

diestimasikan pada kelompok Nusa Tenggara 

dan kelompok Jawa-Bali justru tidak memenuhi 

uji signifikansi model (uji Prob.Rn-stat). Pada 

kelompok ini hanya ditemui satu kali 

signifikansi hubungan antara kuantitas realisasi 

anggaran tahunan (TBRZ) dan variabel 

dependen efisiensi bidang pendidikan (EFF 

EDU). Adapun variabel realisasi belanja 

Triwulan 3 dan 4 sama sekali tidak berhubungan 

dengan capaian efisiensi pada kelompok data 

ini.  

Temuan ini berbeda dengan hasil 

estimasi pada kelompok Papua dan Nusa 

Tenggara yang masih mampu membuktikan 

hubungan antara slow and back loaded dan 

efisiensi belanja, khususnya ditunjukkan oleh 

kuantitas belanja daerah pada Triwulan 3 (Q3). 

Namun demikian, secara umum tidak diperoleh 

pola signifikansi tertentu, kecuali pada variabel 

persentase belanja pelayanan dasar (PUSP) yang 

cenderung konsisten berpengaruh secara negatif 

dan signifikan terhadap efisiensi dalam berbagai 

bentuk model.  

Oleh karena itu, terhadap analisis regresi 

lanjutan berdasarkan kelompok wilayah 

geografis ini belum dapat diperoleh banyak 

tambahan informasi, kecuali mempertegas fakta 

bahwa kelompok wilayah Jawa-Bali yang secara 

umum merupakan kelompok paling maju di 

Indonesia, memiliki kesamaan dengan 

perbandingan hasil analisis antara kabupaten 

dan kota, sebagaimana dijelaskan pada bagian 

4.1.2.a. Yaitu, pada kelompok pemerintahan 

daerah yang lebih maju, pola penyerapan 

anggaran slow and back loaded cenderung tidak 

berhubungan dengan efisiensi belanja publik. 

 

5. Kesimpulan, Batasan, dan Saran 

Simpulan dari analisis ini sebagai berikut: 

a. Penilaian efisiensi belanja pada bidang 

pelayanan publik dasar, yaitu pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur di Indonesia 



memberikan hasil yang bervariasi. Dari 

keseluruhan objek observasi tahun 2016 dan 

2017, pada setiap bidang belanja tersebut 

hanya terdapat beberapa decision making 

unit (DMU) yang berhasil mengelola belanja 

secara efisien. Sebagian besar DMU masih 

membutuhkan peningkatan produktivitas 

untuk dapat diklasifikasikan efisien. 

b. Melalui penelitian ini diketahui bahwa pola 

penyerapan anggaran slow and back loaded 

yang ditandai dengan besarnya realisasi 

APBD kabupaten dan kota pada akhir tahun 

anggaran secara negatif berhubungan 

dengan efisiensi belanja publik daerah, 

namun hanya pada belanja bidang 

kesehatan. Sementara, optimalitas 

penyerapan APBD berhubungan dengan 

efisiensi belanja daerah secara positif hanya 

pada bidang infrastruktur.  

c. Penelitian ini juga mengkonfirmasi berbagai 

pendapat tentang hubungan antara alokasi 

anggaran belanja publik daerah dan 

efisiensi, di mana pada dasarnya dengan 

kuantitas belanja yang lebih kecil cenderung 

lebih mudah untuk menerapkan efisiensi. 

Akan tetapi, komposisi dan porsi berbagai 

jenis pos anggaran belanja dalam APBD 

bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan 

daerah, tidak ditemukan adanya pola standar 

tertentu untuk menghasilkan efisiensi. 

d. Hasil menarik yang lain adalah bahwa 

pengaruh pola penyerapan anggaran slow 

and back loaded terhadap efisiensi lebih 

terlihat di pemerintah kabupaten daripada 

pemerintah kota. Sama halnya dengan 

hubungan yang lebih terlihat ketika 

observasi dilakukan pada kelompok wilayah 

Jawa-Bali dibandingkan dengan kelompok-

kelompok wilayah lain. Hal ini diduga 

dipengaruhi oleh perbedaan karakter 

pemerintahan terutama perbedaan 

kemampuan pengelolaan keuangan publik 

pada kedua jenis pemerintah daerah 

tersebut. 

 

Batasan penelitian 

a. Batasan pertama adalah tentang 

keterbatasan data observasi, di mana pada 

saat penulisan hasil penelitian hanya tersedia 

data realisasi penyerapan anggaran 

triwulanan pada dua tahun observasi saja, 

yaitu 2016 dan 2017. Bagaimanapun, 

dengan periode observasi yang lebih luas 

diyakini akan diperoleh hasil analisis yang 

lebih baik. 

b. Batasan kedua adalah tentang penentuan 

variabel dependen efisiensi yang hanya 

mampu menghitung efisiensi teknis dengan 

pendekatan DEA, mengesampingkan jenis 

efisiensi lain yaitu efisiensi skala dan 

efisiensi alokatif. Selain itu, perlu 

diupayakan juga penggunaan variabel-

variabel yang lain, khususnya pada sisi 

output, agar informasi kuantitatif yang 

digunakan dalam analisis lebih objektif 

untuk mencerminkan  kinerja belanja publik 

daerah secara umum.  

c. Selanjutnya, batasan yang ketiga berkaitan 

dengan dihasilkannya nilai koefisien 

determi-nasi yang relatif rendah setelah 

dilakukan estimasi regresi. Pada hakikatnya, 

tujuan utama pembuktian hipotesis dalam 

analisis ini memang lebih mementingkan 

pembuktian signifikansi atau hubungan 

antara pola penyerapan anggaran slow and 

back loaded terhadap efisiensi belanja 

publik daerah. Namun demikian, penelitian 

lanjutan yang dapat mengidentifikasi model 

ekonometrika yang lebih baik dengan 

menangkap berbagai variabel yang lain yang 

belum tertangkap, akan memberikan 

penjelasan yang lebih baik. 

Saran 

a. Agar pemerintah daerah selaku pengambil 

kebijakan dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini sebagai bahan evaluasi atas 

kinerja efisiensi pengelolaan belanja publik 

di daerah masing-masing. Selain soal 

efisiensi, perbaikan dari sisi ketepatan waktu 

dan kuantitas penyerapan anggaran belanja 



terbukti menjadi faktor yang signifikan 

dalam pengelolaan belanja publik, 

khususnya pada bidang pelayanan publik 

mendasar. 

b. Agar instansi pemerintah pusat yang berke-

pentingan, antara lain Kementerian Dalam 

Negeri, Kementerian Keuangan, Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) mempertimbangkan kembali bentuk 

monitoring dan evaluasi penyerapan APBD 

dan inklusivitasnya dalam penilaian kualitas 

belanja publik daerah. Hasil analisis 

penelitian ini membuktikan bahwa slow and 

back loaded atau mekanisme penyerapan 

anggaran yang lambat dan tidak maksimal 

memang berhubungan dengan efisiensi 

belanja publik, tetapi hanya bersifat parsial 

pada bidang-bidang tertentu. Adapun 

hubungan signifikan terhadap efisiensi 

belanja publik lebih banyak ditunjukkan 

oleh bagaimana pola alokasi belanja publik 

yang disusun dan direncanakan dalam 

anggaran daerah.  

c. Mengingat kompleksitas permasalahan yang 

berkaitan dengan skema desentralisasi 

fiskal, pengelolaan pendapatan dan belanja 

publik di Indonesia, serta keterbatasan-

keterbatasan dalam penelitian ini, perlu 

dilakukan penelitian lanjutan dengan lebih 

mengkonversi berbagai aspek analisis yang 

mungkin belum tertangkap dalam model 

penelitian ini. 
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Lampiran 1: Output Regresi  

 

  



Lampiran 2: Tabel Analisis Sensitivitas Variasi Model  

 

NO 
DEPENDENT 

VAR 
OBJECT 

Prob. 
Rn.Stat 

R-
squared 

Q3 Q4 TBRZ GOODS CAPS PUSP POP LS 

1 EFF TOTAL 501 - 12.7%     -**  -**   

 

2 EFF INFRA 501 - 4.4%   +**  -**  -**  -**  -*  
 

3 EFF NONINFRA 501 - 4.2%    +**  +**  -**   

 

4 EFF EDU 501 - 1.9%     +* -**  +**  
 

5 EFF HEALTH 501 - 9.6% -**  -**   -**   +**  -**  
 

6 EFF TOTAL 408 - 19.3%     -**  -**  -**  
 

7 EFF INFRA 408 - 6.5%   +**   -**  -**   

 

8 EFF NONINFRA 408 - 4.3%     +**  -*   

 

9 EFF EDU 408 - 3.6%    +**  +**  -**  +**  
 

10 EFF HEALTH 408 - 10.0% -**  -**   -**   +**  -**  
 

11 EFF TOTAL 93 - 11.0%       +**  
 

12 EFF INFRA 93 - 11.0%   +*   -**  -*  
 

13 EFF NONINFRA 93 X 9.4%     +**   +* 
 

14 EFF EDU 93 - 9.8%      +*  

 

15 EFF HEALTH 93 - 6.9%        

 

16 EFF TOTAL 501 - 12.9%     -**  -**  -*  LS 

17 EFF INFRA 501 - 5.6%   +**  -**  -**  -**  -**  LS 

18 EFF NONINFRA 501 - 4.5% -*  -*   -**  -**  -**  -**  LS 

19 EFF EDU 501 - 1.9%      -**   LS 

20 EFF HEALTH 501 - 8.9% -**  -**   -**   +**  -**  LS 

21 EFF TOTAL 408 - 19.9%     -**  -**  -**  LS 

22 EFF INFRA 408 - 7.8%   +**   -**  -**  -**  LS 

23 EFF NONINFRA 408 - 4.3%     +**    LS 

24 EFF EDU 408 - 3.5%    +**  +**  -**  -**  LS 

25 EFF HEALTH 408 - 8.1% -**  -**   -**   +**  -**  LS 

26 EFF TOTAL 93 X 9.8%   +**     +**  LS 

27 EFF INFRA 93 - 12.0%      -*  -**  LS 

28 EFF NONINFRA 93 X 9.6%       +* LS 

29 EFF EDU 93 - 8.6%      +**   LS 

30 EFF HEALTH 93 X 5.9%        LS 
 

Sumber: diolah dari hasil estimasi EViews 9      

*    : signifikan pada α=0.1  

**  : signifikan pada α=0.05 

 

EFF TOTAL  : efisiensi belanja pelayanan   TBRZ : total realisasi anggaran tahunan 

                           publik dasar    GOODS : persentase belanja barang dalam APBD 

EFF INFRA   : efisiensi belanja infrastruktur  CAPS : persentase belanja modal dalam APBD 

EFF EDU       : efisiensi belanja pendidikan  PUSP : persentase belanja pelayanan dasar  

EFF HLTH     : efisiensi belanja kesehatan     dalam APBD  

X  : tidak lolos uji signifikansi model  Q3         : realisasi belanja pada Triwulan 3 

Q4         : realisasi belanja pada Triwulan 4 

LS : realisasi belanja pada semester kedua 
 



Lampiran 3: Hasil estimasi berdasarkan kelompok wilayah 

 


